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ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, Dana Bantuan Operasional Sekolah 
melalui Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilakukan pengalihan 
dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah maka perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan 
Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 
No.126, TLN No.5167), Perpres RI 29 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 
126/PMK.07/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut BOS, merupakan dana yang 
dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat 
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. 
Sekolah penerima BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar/Sekolah 
Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) baik Negeri maupun Swasta 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BOS Tahun Anggaran 2011 
merupakan komponen Transfer ke Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Dana BOS sebesar 
Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus 
enam puluh ribu rupiah) disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer 
Ke Daerah). Rincian alokasi BOS untuk masing-masing sekolah per kabupaten/kota dihitung 
berdasarkan data nama sekolah, jumlah sekolah dan jumlah siswa serta ditetapkan oleh 
Kementerian Pendidikan Nasional dalam Petunjuk Teknis penggunaan BOS. Penyaluran BOS 
dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas 
Umum Daerah dan dilakukan secara triwulanan. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan 
Laporan Realisasi Pembayaran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam hal terjadi 
penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas 
fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010. 

  - Lampiran halaman 1-11. 

 


